Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan‘ Provinsi Bali
| ,

¥ Bali Post

<’
—

- Dampak Pedutupan Galian C
Ratusan Pekerja
Menganggur

[ ‘ . |
GALIAN - Salah satu k:ondiALg' 4111‘ n pasir dan b_att:t di Je(qbfanai;

| Negara (Bali Post) — | , |
Mereka kesulitan mencari izin, batuan dari Provtlsi. Ditutupnya sejumlah galian C Eh beberapa_ w11ayah
baik Pemkab maupun Provinsi Sementara saat {nildari oleh aparat peneg:‘%hukum menimbulkan dilema. Di
mengaku tidak memiliki we- provinsi, belum ada Kesihpan satu sisi, pemerintah dan aparat hukum tegas melakukan
wenang. Bukan hanya para pe- enerima kewenangab ithi. Di penertiban penambangan liar, namun di sisi lain ratusan

nyedia jasa penambangan yang  sisi lain, UU itu tumpang tin- masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor
terkena dampak tersebut. Akhir  dih dengan UU nomor| 2812009 }

tersebut kini menganggur. Apalagi, kini masih ada ke-
tahun ini, rekanan yang hendak tentang Pajak dan Reétribusi, bimhangan terkait dasar izin penambangan tersebut.

i menyelesaikan kontrak kerja  dimana disebutkan masjh geny- ———LT0e® - PP PPRS [T PR E—
infrastruktur ikut merasakan im- erahkan kewenangan fetiibusi i . i Bidac "
bgﬁsrnya Sejumlah pekerja ditemui  untuk pertambangan ith ké Ka- ;I]l{ioilvril;:zl 1)2;1121;1)I;Eé’a51?];;22
akhir pekan lalu menyampaikan bipaten/Kota. “Terjadi [stagnan didominasi pasir dan batu se-
permasalahan tersebut. Aspirasi  a ran saat ini dan menimbulkan muanya ilegal merunut UU
itu juga sempat disampaikan ke  benturan di bawah. Sementara 23/2014 dima‘na kewenahngan
DPRD. _ pemda menginginkan pefcepatan ada di Provinsi. (kmb26)

Ketua Komisi C DPRD Jem- pembangunan infrastruktur pada M
brana Ida Bagus Susrama, Rabu al%hir tahun ini,” tandasnya
(4/11) kemarin membenarkan Sebelumnya, Provingsi then-
telah menerima aspirasi terkait geluarkan Surat Edaran E)
permasalahan tersebut dan saat Sekda Provinsi Baliyang afem-
ini masih dibahas oleh DPRD. berikan kewenangan| kdbu-
“Atas instruksi Ketua DPRD, paten/kota melaksanal anfizin
selama sepekan ini kami melaku- yang biasa digunakan dhlu.
kan konsultasi ke Provinsi dan Sebab, saat ini pelak§anhan
Karangasem,” tandasnya. Para pe nyerahan izin di Provinsi Perizinan Terpadu (KPPT), Dinas
penyedia jasa galian saat ini itu juga masih men wggu  py Satpol PP serta kepolisi n
mengalami kebimbangan untuk penyerahan P3D (Pradarg na, ée erti diberitakan seiél-
pengurusan izin. Ada diskresi Personel, Pendanaan dan Do- Ui I; bampir seluruh galian
hukum, dimana merunut UU kumen) dari Kabupaten/Kota C di?]e'mbrar}x)a ditertibkan dan
23/2014 tentang Pemerintah dan diberikan walktu hingga saat ini tidak beroperasi. Dari
Daerah, diamanatkan khusus Okitober 2016. o GHNS RN | i o I I
perizinan ESDM tambang, galian DPRD menurutnyalakah i Fm-
mineral bukan logam, tambang fasilitasi stakeholddr nlen ari

solusi permasalahan tersebut.
Rencananya pada Rabu (5/11)
hari ini dilakukan rapat kerja
(raker) mengundang SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah)
terkait seperti Kantor Pelayahan
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